
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  30  TAHUN  2004 
TENTANG 

JABATAN NOTARIS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, 
ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran 
dan keadilan; 

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik 
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang 
diselenggarakan melalui jabatan tertentu;  

c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan 
profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu 
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 
kepastian hukum; 

d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin 
meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat; 

e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; 

 
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS. 
 
 

BAB I … 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara 
menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris 
yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan 
sementara. 

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara 
diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang 
sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan 
menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 

4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai 
Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana 
disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di 
dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang 
Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut 
ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta 
dimaksud. 

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang 
berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. 

6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris. 

7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di 
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang ini. 

8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris. 
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan 

pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan 
sebagai salinan yang sama bunyinya". 

10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau 
beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta 
tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan". 

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan 
utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang 
mempunyai kekuatan eksekutorial. 

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang 
dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris. 

13. Protokol … 
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13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.  
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang kenotariatan. 
 

BAB II 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS 

Bagian Pertama 
Pengangkatan 

 
Pasal 2 

 
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 

 
Pasal 3 

 
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 
d. sehat jasmani dan rohani;  
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotariatan; 
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-
turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas 
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 
kenotariatan; dan 

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 

 
Pasal 4 

 
(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan 

sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 

 
 
 
 

(2) Sumpah/ … 
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(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 

sebagai berikut: 
“Saya bersumpah/berjanji: 
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik 
Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 
Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. 
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, 
jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, 
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai 
Notaris. 
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. 
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa 
pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan 
sesuatu kepada siapa pun.” 

 
Pasal 5 

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan 
terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. 

 
Pasal 6 

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan 
pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. 

 
Pasal 7 

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib: 
a. menjalankan jabatannya dengan nyata; 
b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris 

kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan  Majelis Pengawas 
Daerah; dan 

 
 
 
 
 

c. menyampaikan … 
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c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, 

serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada 
Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang 
agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, 
Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat 
Notaris diangkat. 

 
Bagian Kedua 
Pemberhentian 

Pasal 8 
(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan 

hormat karena: 
a. meninggal dunia;  
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 
c. permintaan sendiri; 
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk 

melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus 
lebih dari 3 (tiga) tahun; atau 

e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf g. 

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) 
tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 9 

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: 
a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran 

utang;  
b. berada di bawah pengampuan;  
c. melakukan perbuatan tercela; atau  
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan 

jabatan. 
(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk 
membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.  

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas 
Pusat.  

 
 

(4) Pemberhentian … 
 


